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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara pengawasan; Pemerintah
Khususnya Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten. Sekadau
terhadap pelaksanaan ‘Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup“(SPPL)
Oleh."Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar Tradisional Sekadau dan faktor-faktor yang menyebabkan belum
optimalnya pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
yaitu dengan ‘menganaisa data yang ditemukan dilapangan berupa kata-kata dan gambar. Penelitian fini
dilakukan dengan beberapa tahapan diawali*dengan-melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat
rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan™data primer dan data sekunder dengan cara pwnwlitian
(wawancara),. dilanjutkan dengan menganalisis data serta pembuatan laporan penelitian (Skripsi). Lokas
penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Teknik pengumpulan data’adalah dengan
wawancarag.dokumentasi dan diuji keabsahannya dengan proses triangulas sumber.Simpulan penelitian ini
bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ‘Hidup (SPPL) telah dijalankan. Namun dalam
pelaksanaannya terungkap beberapa faktor yang menghambat dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi
tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya sikap komperatif dari pemilik usaha dan/atau
kegiatan pasar yang tidak mau memberikan informasi yang akurat kepada petugas yang melakukan peninjauan,
keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya dana
untuk mendukung proses pel aksanaan pengawasan.

Kata-kata Kunci : Cara Pengawasan, Pemerintah, Dan Pelaksanaan Surat Pernyataan K esanggupan jPengelolaan
Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)-

ENVIRONMENTAL OVVERSIGHT OF THE IMPLEMENTATION OFLETTER
INTENTI'ON OF MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL MONITORING
(SPRL) BY THE OWNER OF THE BUSSINESS ACTIVITIES
N SEKADAU TRADITIONAL MARKEIS

Abstract

Thesis Writing is intended to describe and analyze how the supervision of the Government Particularly Sector
Impacts and Compliance Environmental Law Environmental Agency Sekadau to the implementation of
Statement of Capability Management and Environmental Monitoring (SPPL) By Own Operationsin Traditional
Markets Sekadau and the factors that cause not optimal surveillance. This study uses qualitative descriptive
study is to analyze the data found in the field in the form of words and images. This research was conducted by
several stages, beginning with a preliminary investigation (pre-survey), making the research plan (research
proposal), primary data and secondary data in a way very early post (interview), followed by analyzing the data
and preparing the research report (thesis). The location of research is a the Environment Agency Sekadau. The
data collection technique is by interview, documentation and tested its validity with the process of triangulation.
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The conclusions of this study that the general supervision of the Environment Agency on the Statement of
Capability Management and Environmental Monitoring (SPPL) has been executed. However, in practice
revealed several factors that hamper and make the implementation of surveillance are not optimal. Factors such
inhibitors include comparative attitude of the business owner and/or market activity did not want to give accurate
information to the officer who made the observation, power limitationsin carrying out the supervision, execution
time constraints, and lack of funds to support the implementation process supervision.

Keywords. How To Control The Government, And The Implementation Of Satement Of Capability
Management And Environmental Monitoring (SPPL)

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendlitian

Ibukota. K abupaten:Sekadau terletak
d Kecamatan Sekadau Hilir, ~yaitu
disepanjang tepian Sungai Sekadau dan
Sungai Menterap. Sungai Sekadau dan
Sungai Menterap merupakan sungai
tefbesar di-Kabupaten Sekadau. Manfaat
Sungai Sekadau sangat dirasakan oleh
masyarakat Sekadau. Sebagian besar
kegiatan dilakukan di Sunga Sekadau,
seperthk  akses  untuk  perdagangan,
penyeberangan, kegiatan hiburan,
kegiatan ', festival budaya, dan lain
sebagainyas, Manfaat yang tak kaah
penting adalah sebagal sumber-air bagi
masyarakat Sekadau. Sungal Sekadau
yang merupakan kebanggaan masyarakat
Kabupaten Sekadau saat ini mula
tercemat oleh sampah dan limbah-limbah
pasar, yaitu Pasar Tradisional Sekadau
yang berlokasi di Desa Sungai Ringin
Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten
Sekadau. Pasar Tradisiona ini terletak

berdampingan dengan pemukiman warga,
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sehingga.. sampah/limbah usaha dari
kegiatan pasar ‘i mencemari lingkungan
pemukiman warga dan aliran sungai
sekadau. Namun,, hingga saat ini juga air
dari Sungal Sekadau ymasih dimanfaatkan
warga untuk mandi, mencuci, dan bahkan
masih .ada untuk diminums Atas kondisi
tersebut masyarakat yang berada di tepi
aliran sungai sekadau mulai merasa resah
dengan keadaan tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut
dan demi mempertahankan kualitas hidup
dan kualitas lingkungan masyarakat
Kabupaten Sekadau khususnya yang
tinggal di sepanjang airan sungal' sekadau
atau disekitar pasar tradisional sekadau,
pemerintah . harus mengambil tindakan
alas permasdahan  tersebut. Daam
permasalahan _ini==dibutuhkan fungsi
pemerintahan  sebagai  pengendalian
pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis
berpendapat bahwa pengawasan terhadap
kegiatan dan/atau usaha pasar tradisional
ini perlu untuk diteliti. Sehingga penulis

memutuskan untuk mengambil  judul
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penelitian Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan

Usaha Di Pasar Tradisiona Sekadau.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam pendlitian ini haruS terarah
dengan jelas. Oleh karena itu, penulis
menyusun rumusan masalah.  sebagi
berikut : “Bagaimana cara Pengawasan
Badan Lingkungan - Hidup terhadap
Pel aksanaan Surat
Kesanggupan
Pemantauan “Lingkungan Hidup (SPPL)
Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar
Tradisional.Sekadau?”.

Pernyataan
Pengelolaan dan

1.3 Tujuan Pendlitian

Tujuan dari pendlitian ini adalah
sasaran | yang akan dilakukan _dalam
penelitina, Rumusan masalah penelitian
yang telah disusun merupakan. tujuan dari
penelitian inii. Oleh karena® itu,, tujuan
penelitian yangs, akan dicapa dalam
penelitian ini adalah “untuk.mengetahui
dan menganalisa cara pengawasan Badan
Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan
SPPL oleh pemilik kegiatan usaha di
Pasar Tradisional Sekadau.
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1.4 Manfaat Penélitian
141 Manfaat Teoritis

Penelitian ini  dilakukan  dengan
harapan  untuk dapat  memberikan
kontribus bagi Fakultas Ilmu Sosial dan
[Imu Politik dan Program Studi IImu
Pemerintahan khususnya pada bidang
teknik pengawasan. Pada penelitian ini,
teknik pengawasan tersebut berkaitan
dengan pengawasan badan lingkungan
hidup! terhadap pelaksanaan SPPL oleh
pemilik kegiatan usaha“, di  Pasar
tradisiona Sekadau [yang dilaksanakan
oleh Bidang Dampak dan Penaatan
Hukum Lingkungan Hidup.

4.1.2 Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dari
penlitian ini adal ah:

1. Bagi Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sekadau, penelitian ini
sebagai bahan  masukan  dan
pertimbangan.  bagi pelaksanaan
pengawasan . terhadap pelaksanaan
SPPL: oleh pemilik kegiatan usaha di
pasar tradisional sekadau.

2. Bagi RProgram Studi [Imu
Pemerintahan kerjasama Pemerintah
Proviss Kaimantan Barat dengan
Universitas Tanjungpura, penelitian
ini sebaga sumbangan pemikiran
mahasisva bagi peningkatan taraf
pendidikan di Kalimantan Barat.
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B. TEORI DAN METODOL OGI

2.1 Teori
Pengawasan haruslah dilaksanakan
dan didasari dengan teknik pengawasan
yang nantinya dapat dijadikan alat dalam
mel aksanakan pengawasan Teknik
pengawasan menurut Siagian (2014:112)
adalah sebagai berikut :
1. Inspeks Langsung
Inspeks langsung atau pengawasan
langsung .adalah = megawas  secara
langsung kegiatan Yang sedang dilakukan.
Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang
dapat dilakukan yaitu:
a. On thespot observation
On. _ the spot  oObservation
merupakan pengamatan yang
dilakukan secara langsung atau
observas oleh mangemen untuk
melihat sendiri bagaimana cara para
petugas operasional dalam
menyel enggarakan dan menyel esaikan
tugasnya. Teknik ini~-dapat berakibat
sangat positif dalam .implementasi
strategi dengan efisien dan efektif.
Dikatakan demikian=karena dengan
pengamatan langsung sebagai manfaat
dapat dipetik, seperti perolehan
informasi “on the spot” bukan hanya
tentang jalannya pelaksanaan berbagal
kegiatan operasional, akan tetapi
dengan demikian manajemen dapat

segera “meluruskan” tindakan pera
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pelaksana apabila diperlukan dan
manajemen langsung dapat
memberikan pengarahan tentang tata
cara bekerja yang benar. Disamping
itu dengan pengamatan langsung, para
bawahan akan merasa diperhatikan
oleh pemimpinnya sehingga dalam diri
bawahan tidak timbul kesan bahwa
pemimpin  “jauh”  dan  “tidak
terjangkau” ““oleh para bawahan
tersebut.
b. On thespet report

On the spot! report merupakan
pengawasan langsung dengan ‘cara
laporan ditempat. Manajemen
meminta langsung laperan dari para
petugas operasional terkait
penyelenggaraan dan penyelesaian
tugasnya. Teknik ini  berfungs
meminimalisir  kecurangan  dalam

laporan dari bawahan pada atasan.

. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung' ini juga
disebut pengawasan darijarak jauh
artinya, " pegawasan yang dilakukan
melalui laporan yang disampaikan
oleh para.=bawahan pada atasan.
Laporan tersebut dapat berupa:
1. Lisan
Pengawasan dilakukan dengan
mengumpulkan fakta — fakta melaui
laporan lisan yang diberikan bawahan.
Dengan cara ini kedua pihak aktif,
bawahan memberikan laporan lisan
4
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tentang hasil pekerjaannya dan atasan
dapat bertanya lebih lanjut untuk
memperoleh fakta - fakta yang
diperlukannya. Pengawasan seperti ini
dapat mempererat hubungan pejabat,
karena adanya kotak wawancara
antara mereka.
2. Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu
pertanggung jawaban kepada
atasannya mengenai pekerjaan yang
dilakukan, sesuai dengan instruksi dan
tugas'— tugas yang diberikan bawahan
pada atasan pimpinan menilai sejauh
mana pelaksanaan suatu Kegiatan
sesuai  dengan perencanaan atau
standar kegiatan yang ditetapkan.

Pengawasan tersebut berfungs
menentukan apakah yang
dilaksanakan telah sesuai dengan apa
yang direncanakan. Mangemen itu
sendiri  berdasarkan uraian . Terry
(ddam  Handayanigrat, = 1996:25)
bahwa proses dari mangemen yang
lebih dikemal dengan akrénim POAC,
terdiri atas: wPerencanan (planning),
pengorganisasian (organizing),
penggerakan pelaksanaan (actuating),
serta pengawasan (controlling). Pada
hakikatnya  merupakan  tindakan
membandingkan kenyataan yang ada

dengan harapan yang dicita-citakan.
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2.2 Metode Pendlitian

Penelitian dengan judul
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup
terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan
K esanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Oleh Pemilik Kegiatan Usaha di Pasar
Tradisional Sekadau ini dilaksanakan
dengan “menggunakan jenis penditian
deskriptif dengan, analisa data secara
kualitatif yang bertujuan untuk
mengetahui ..dan menganalisis teknik
pengawasan Yyang- 'dilaksanakan oleh
Bidang Dampak dan Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup Badaf Lingkungan
Hidup Kabupaten Sekadaui.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengulas tentang
beberapa temuan data dan jinformas
berdasarkan_hasil. wawancara dengan para
informan_ serta dari dokumen-dokumen
yang menjadi dasar atau‘landasan hukum
serta dokumen=dokumen lainnya yang
berkaitan dengan pengawasan terhadap
pelaksanaan SPPL serta apa Yyang
menyebabkan pengawasan tersebut belum
optimal.
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3.1 Pengawasan L angsung

pengawasan langsung adalah
megawas secara langsung kegiatan yang
sedang dilakukan. Daam inspeks
langsung ada dua ha yang dapat

dilakukan yaitu:
1. On the Spot Observation ( Inspeksi
Langsung )
Pengawasan langsung

dilaksanakan oleh tim pengawas
pelaksanaan SPPL belum optimal
dimana sarana dan. prasarana yang
tidlak memadai untuk
mel aksanakan pengawasan.
Dengan tidak diberlakukannya
sanksi;:  kekurangan  pegawai,
kurangnya sarana dan prasarana
sepeti aat transportass membuat
pegawai pengawas peternakan
sulit dalam melakukan
pengawasan langsung terhadap
pelaksanaan SPPL oleh pemilik
kegiatan usaha. pasar. Dampak
yang diterima Kabupaten .Sekadau
akhirnya adalah Proses
pengawasan langsung dengan On
the Spot Observation. belum dapat
berjalan secara optimal dan
menimbulkan dampak kepada
lingkungan serta ketidak patuhan
pemilik kegiatan usaha di pasar
tradisional sekadau.

2. On the Spot Report ( Laporan
ditempat )
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Pelaksanaan  pengawasan
langsung dengan teknik On the
Soot  Report dilakukan tim
pengawvas SPPL di  Pasar
Tradisional  Sekadau. Tetapi,
kekurangan pegawa pengawas
menjadikan pengawasan tersebut
belum optimal. Peneliti juga
melihaht ada dampak yang
dirasakn “aleh masyarakat akibat
tidak terkelolanya limbah kegiatan
usaha.di pasar tradisiona sekadau.
Ini  menunjukkan bahwa tim
pengawas pelaksanaan SPPL. di
pasar tradisional ssekadau masih
belum berhasil dalam mengawasi
pelaksanaan SPPL.a=di  Pasar
Tradisional Sekadau.. Pendliti juga
memperoleh sebuah pernyataan
dari hasil wawancara bahwa benar
tim pengawas pelaksanaan:"SPPL
telah melakukan pengawasan
langsung -dengan teknik On the
Spoot.Observation dan On the Spot
Report.  Tetapi, | pengawasan
tersebut belum optimal
dikarenakan™ beberapa  faktor
seperti belum  diberlakukannya
sanksi, tim pengawas SPPL yang
minim serta sarana dan prasarana
belum memadai. Sehingga hal ini
berdampak pada belum

terlaksananya ketentuan
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pelaksanaan SPPL sesual dengan
peraturan yang berlaku.

3.2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang
dilaksanakan oleh Bidang Dampak
dan Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup menjadi tidak optimal
bukan dikarenakan teknik
pengawasan tersebut tidak
dilaksanakan melainkan, terdapat
faktor-fakter yang . menghambat
pengawasan terhadap pelaksanaan
SPPL oleh pemilik kegiatan usaha
menjadi tidak opimal. Semua cara
dalam teknik pengawasan, telah
dilaksanakan baik secara
pehgawasan langung yaitu dengan
teknik On the Spot Observation
dan teknik On the Spot Report
maupun dengan cara pengawasan
tidak langsung. Tetapl,
pelaksanaan pengawasan menjadi
tidek optimal dikarenakan fakto-
faktor pengahambat diantaranya
adalahi tidak diberlakukannya
sanks administratif, kurangnya
saraana dan prasarang,  jumlah
pegawai pengawas peternakan
yang kurang memadai, dan dana
sosialisas yang minim. Beberapa
faktor tersebut membuat
pengawasan langsung dan tidak
langsung yang diterapkan petugas
pengawas pelaksanaan  SPPL
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menjadi tidak terlaksana secara
opimal. Pengawasan yang tidak
optima berdampak pada banyak
bidang kehidupan Bak itu
pencemaran lingkungan maupun
menimbulkan polusi yang dapat
menyebebkan timbulnya beberapa
macam penyakit bagi hewan,
bahkan bagi manusia. Daam
mel aksanakan ketentuan
pesksanaan SPPL di  pasar
tradisienal sekadauy., lemahnya
kesadaran pemilik kegiatan usaha
untuk melaksanakan wajib lapor
pel aksanaan SPPL, dan
pengetahuan  pemilik  kegiatan
usaha di pasar tradisiona sekadau
yang lemah tentang izin
lingkungan bagi setiap pemilik
kegiatan usaha di pasar tradisional
sekadau bukan karena petugas
pengawas pelaksanaan SPPL tidak
melaksanakan teknik pengawasan.
Pencapaian. hasil dalam sebuah
pengawasan adalah ketika
perencanaan dan ‘penyelenggaraan
selaras..dengan  hasil  yang
diharapkan. Ukuran  sebuah
pengawasan terhadap pelaksanaan
SPPL tersebut dikatakan optimal
apabila ketentuan pelaksanaan
SPPL telah berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku pada setiap



Governance, Jurnal S-1 [lImu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016

badan ussha vyang ada di
Kabupaten Sekadau.

Teknik pengawasan
menurut siagian yang digunakan
sebagai pisau analisis penelitian ini
menimbulkan sebuah fakta baru
bahwa daam  melaksanakan
sebuah pengawasan kita tidak
hanya harus mengetahti teknik
pengawsan atau-hanya melakukan
teknik pengawasan_tersebut akan
tetapiy” kita harus mengetahui dan
memahami . _betul  faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi ataupun
menghambat pelaksanaan tteknik
pengawsan tersebut. Apabila telah
meémahami faktor-faktor
pengahambat tersebut, maka kita
akan mengetahui langkah-langkah
pengoptimalan  sebuah  teknik
pengawasan yang nantinya akan
mengahasilkan pengawasan. yang
optimal  seperti- gpa yang Kkita
harapkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dengan latar belakang
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melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan SPPL oleh pemilik
kegiatan usaha di pasar tradisional
sekadau dengan teknik On the Spot
Observation memang benar telah
dilaksanakan. Namun, pengawasan
tersebut menjadi  tidak optimal
dikarenakan tidak adanya dukungan

oleh.sarana dan prasarana yang

memadal serta belum
diberl akukannya sanksi
administratif. Pel aksanaan

pengawasan langsung secara On the
Soot Report juga telah diterapkan
oleh petugas penGawas SPPL
dengan  melakukan= pengecekan
dokumen lingkungan-=pada saat
pemantauan dilapangan. Akan tetapi
daam melaksanakannya petugas
pengawas mengalami kekurangan
aparatur untuk melekukan pengawas
terhadap SPPL dalam melaksanakan
pemeriksaan dokumen lingkungan,
sehingga pelaksanaan pengawasan
menj adi tidak optimal;

. Pengawasan tidak langsung

dilaksanakan™oleh petugas pengawas
SPPL dengan menerapkan wajib
lapor pelaksanaan SPPL. Hasll

permasal ahan yang ada dan dari hasi| laporan yang disampaikan oleh
penelitian serta uraian pembahasan maka pemilik kegiatan usaha kepada
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bidang Dampak dan Penaatan
1. Pada proses pengawasan langsung Hukum Lingkungan Hidup akan
oleh petugas pengawas dalam menjadi  bukti kerjasama antara
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pemilik kegiatan wusaha dengan
Bidang Dampak dan Penaatan
Hukum Lingkungan Hidup, serta
data yang diberikan dapat menjadi
dasar terhadap pembaruan data yang
dimiliki olen Bidang Dampak dan
Penaatan Hukum Lingkungan Hidup
terhadap setigp perubahan baik
secara fislk maupun jumlah pemilik
kegiatan usaha di-Pasar Tradisional
Sekadau.

IMPLIKASI

Implikess atau dampak ;dari
penditian. yang telah
laksanakan di bagi menjadi 2 (dua),
yaitu dampak teoritis dan dampak
Dampak
pengetahuan yang bersifat teoritis

peneliti

prkatis. terhadap  ilmu
terutama dalam Bidang Dampak dan
Penaatan Hukum Lingkungan Hidup
terhadap'| pel aksanaan~-SPPL. di Pasar
Tradisionali. Sekadau. ‘Dampak - bagi
ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis
adalah sebagai bahan-kajian_tambahan
dalam Bidang Dampak dan Penaatan
Hukum Lingkungan Hidup.

Sedangkan bagi SKPD, digunakan
sebagai referenss dalam melakukan
pengawasan dengan menggunakan
teknik yang tepat. Peneliti berharap

kedepannya pelaksanaan pengawasan
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terhadap SPPL di pasar tradisional
sekadau dapat terlaksana sesual dengan
ketentuan dan aturan yang telah
diterapkan. Peneliti juga berharap
dengan adanya penelitian berkaitan
dengan terhadap
pel aksanaan SPPL ini, akan ada banyak
lagi penelitian yang sama sehingga

pengawasan

dapat “menjadi kajian referenss dan
bahan evaluasi, dalam melaksanakan
pengawasan terhadap:SPPL .
Implikesi,» selanjutnya  adalah
Pemerintah
dan Badan
Kabupaten
Sekadau. Dari hasil penditian yang

dampak praktis | bagi
Kabupaten  Sekadau
Lingkungan Hidup

peneliti rasakan di lapangan, Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sekatlau
dibeban tugaskan dengan berbagai’ hal
yang bersifat administrasi, sedangkan
kebutuhan petugas pengawas terbatas,
dana. operasional tidak tetap serta
pelaksanaan sanks belum jdilakukan
secara optimal.

Pendliti.  berharap
Kabupaten Sekadau dalam ha ini
Bidang_Dampak dan Penaatan Hukum

Pemerintah

Lingkungan Hidup, dapat memberikan
solus bagi masalah ini sehingga
pengawasan akan dapat dilaksanakan
lebih efektif dan efisien. Bagi Badan
Kabupaten
Sekadau, besar harapan peneliti untuk

Lingkungan Hidup

mempertimbangkan dan menjadikan
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bahan masukan implikas dari hasil
penelitian ini. Kemudian peneliti juga
berharap lebih bak lagi kinerja
aparatur dan kerja samanya sehingga
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta pencapaian tujuan organisas
dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Untuk memberikan sumbangan
pemikiran kepada instans " Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
maupun _ Pemerintah  daeraly. dan
pemerintah: pusat, maka pendliti
menyampailkan  saran-saran  sesual
dengan._apa yang penditi dapatkan
selama melakukan penelitian. Berikut
adal ah saran-saran yang disampaikan ;

a Daam penyelenggaraan
pengawasan langsung... perlu
adanya peningkatan sarana dan
prasarana  yang .. memadal,
seperti penambahan, ., adat
transportasi roda  empat
sehingga “dengan__ adanya
penambahan ini mempermudah
petugas pengawas daam
mel aksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan SPPL
oleh pemilik kegiatan usaha di
Pasar Tradisiona Sekadau.

Sdlain itu, agar memanajemen
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waktu, tenaga dan biaya guna
pengawasan supaya dapat
mempermudah bidang Dampak
dan Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup dalam

melaksanakan pengawasan.

. Harus adanya sikap tegas dari

Badan Lingkungan Hidup
dadam menegakkan sanksi
administratif, karena ha ini
memberikan_dampak yang
besar # dalam melaksanakan
pengawasan pelaksanaan SPPL
di Pasar Tradisional Sekadau.
Sanksi  dapat«™ diberlakukan
dengan pemberhentian
sementara tempat=Usaha atau
pencabutan izin lingkungan.

. Agar pelaksanaan pengawasan

SPPL dapat berjalan [rutin
maka perlu ditinjau ' akan
kebutuhan pegawa pengawas
bidang Dampak dan’Penaatan
Hukum Lingkungan Hidup. Ini
karena petugas pengawas
SPPL  merupaka pelaksana
teknis*™ terkait  pelaksanaan
SPPL di Pasar Tradisiona
Sekadau. Jumlah  pegawai
pengawas haruslah sebanding
dengan beban kerja dan jumlah

kegiatan usaha yang diawasi

. Pelaksanaan sebuah kegiatan

tentu perlu adanya dana. Fakta
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dimana belum adanya dana
dalam pel aksanaan
pengawasan SPPL di Pasar
Tradisional Sekadau  akan
melemahkan pel aksanaan
pengawasan. Dengan keadaaan
ini  Bidang Dampak dan
Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup perlu mel akukan
penganggaran” khusus terhadap
pengawasan pel aksanaan SPPL
di* Pasar tradisional Sekadau
yang _tidak boleh diganggu
gugat oleh kegiatan lainnya.
Pelaksanaan pengawasan SPPL
di=Pasar Tradisiona ini juga
dapat  mengikut  sertakan
instans  lain  yang terkait
dengan izin usaha . Hal ini
dilakukan agar mendapatkan
hasil pengawasan yang lebih
efektif serta tidak
menimbulkan. dampak kepada
masyarakat dan _lingkungan
sekitar.

Untuksmengurangi pencemaran
lingkungan akibat. limbah hasil
kegiatan usaha Badan
Lingkungan  Hidup  dapat
melakukan kerjasama dengan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Pertambangan Kabupaten

Sekadau untuk  membantu
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mengatas tumpukan sampah
oleh kegiatan usaha pasar.

4.1 K eterbatasan penditian
Selama melaksanakan
penelitian, peneiti  mengalami
beberapa kendala dan keterbatasan
dalam penelitian, berikut adalah
keterbatasan selama penulis

mel aksanakan penelitian.

a 1Sulitnya memperoleh data
dalamspel aksanaan.wawancara,
dikarenakan subjek penelitian
atau informan yang ingin
diwawancaral «"sulit  untuk
ditemui karena™ banyaknya
kesibukan

b. Sulitnya mendapatkan
dokumen-dokumen pendukung
tentang pel aksanaan
pengawasan SPPL di " Pasar
Tradisional Sekadau,
dikarenakan pengawasan
terhadap pelaksanaan SPPL ini
masih dalam bentuk formalitas
dan belum menjadi prioritas.

C. _Sulitnya mendapatkan
dokumen-dokumen pendukung
tentang segala bentuk data

yang berkaitan dengan

pengawasan terhadap
pelaksanaan SPPL di Pasar
Tradisional Sekadau,

mengharuskan peneliti mencari
11
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informasi tentang pengawasan
tersebut dengan metode
wawancara yang lebih
dominan dibandingkan dengan
pemenuhan data  skunder.
Sehingga pemenuhan data
primer lebih fokus pendliti
lakukan.

d. Keterbatasan waktu=penelitian
yang dilaksanakan pendliti
mengakibatkan peneliti
kesulitan memperoleh jawaban
yang Jebih dalam berkaitan
dengan masalah yang terjadi
dalam pengawasan terhadap
peleksanaan SPPL di Pasar
Tradisional Sekadau.
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